Menimbang : a.

Mengingat :

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN BUPATI BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai
non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya
paling lambat Desember 2024 dan dilarang mengangkat
pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN;

. bahwa substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka

Nomor 69 Tahun 2018 tentang Manajeman Tenaga Kontrak
Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor
11 Tahun 2021, sudah tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

- bahwa instrumen Standar Besaran Biaya Jasa Penilaian Dan

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Standar Besaran Biaya Jasa Penilaian Dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan akan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan
Bupati Bangka.

-Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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10.

11

12,

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan /atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Upaya Pengelolaan Ligkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa
Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1 185);
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Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN 4
PERATURAN BUPATI BANGKA.

(EMPAT)

Pasal 1
Pada saat Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Bangka
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 78);

b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun
2018 tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah
Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2019 Nomor 101);

c. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 69
Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah
Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2021 Nomor 11); dan

d. Peraturan Bupati Bangka Nomor Nomor 31 Tahun 2022
tentang Standar Besaran Biaya Jasa Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 31});

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

ISNAINI
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN . NOMOR ..
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